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ABSTRAK

Uci  Ningsih 24207021003  Subjektivasi  Fasilitator
Governmentality Dalam Praktik Program Keluarga Harapan
Di Kabupaten Bangka Barat. Kemiskinan menjadi salah satu
permasalahan sosial yang kompleks dan terus menjadi
perhatian utama pemerintah. Berbagai kebijakan dan program
sosial telah diluncurkan oleh pemerintah untuk menanggulangi
kemiskinan yang bersifat strukturad dan multidimensional.
Program Keluarga Harapan (PKH) hadir sebagai bantuan
sosial bersyarat yang tidak hanya memberi dukungan ekonomi,
tetapi juga mendorong perubahan perilaku melalui
pendampingan fasilitator sebagai penghubung kebijakan
negara dan realitas sosial masyarakat miskin. Dalam
praktiknya, fasilitator tidak hanya menjalankan fungsi
administratif, tetapi juga membina kesadaran, kedisiplinan, dan
tanggung jawab sosial penerima manfaat melalui mekanisme
pembinaan, pengawasan, serta pemenuhan komitmen
pendidikan dan kesehatan. Jenis peneliatin menggunkan
pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis. Metode
dalam pengambilan data menggunakan sumber data primer dan
skunder yakni wawancara, dokumentasi, observasi. Penelitian
ini menggunakan teori governmentality yang dikemukakan
oleh Michel Foucault untuk memahami bagaimana kekuasaan
modern bekerja, secara, halus, melalui ,mekanisme pembinaan,
pengaturan, diri, ,dan ,normalisasi, sosial. Hasil , penelitian
menunjukkan bahwa fasilitator PKH berada dalam posisi
ambivalensi 1di ;satu—sisi; sebagai pendamping sosial yang
membina dan memberdayakan, di sisi lain sebagai pengelola
kepatuhan yang memastikan kewajiban administratif KPM
terpenuhi. Praktik pendampingan seperti Family Development
Session (FDS), monitoring komitmen pendidikan dan
kesehatan, serta pencatatan kepatuhan menjadi instrumen
pembentukan subjek yang patuh dan mandiri. Relasi antara
fasilitator dan KPM memperlihatkan adanya negosiasi
kekuasaan antara tuntutan kebijakan yang bersifat teknokratis
dengan realitas sosial masyarakat di lapangan. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) tidak
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hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan sosial bersyarat,
tetapi juga sebagai mekanisme governmentality yang
membentuk subjektivitas orang miskin melalui teknik
pengaturan diri, pembinaan moral, dan rasionalitas kebijakan.
Dengan demikian, fasilitator berperan sebagai agen kebijakan
sekaligus aktor sosial yang menjembatani kepentingan negara
dan kebutuhan masyarakat dalam proses pengentasan
kemiskinan.

Kata Kunci: Governmentality, Fasilitator PKH, Subjektivasi,
Kemiskinan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial
yang kompleks dan terus menjadi perhatian utama
pemerintah. Berbagai kebijakan dan program sosial telah
diluncurkan oleh pemerintah untuk menanggulangi
kemiskinan yang bersifat struktura dan multidimensional.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, persentase
penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia pada
bulan Maret 2024 mencapai 9,03 persen, yang setara
dengan sekitar 25,22 juta orang. Angka ini lebih rendah
dibandingkan dengan 9,36 persen pada Maret 2023. Hal ini
terus berlanjut di bulan Maret 2025, dengan angka
kemiskinan kembali menurun menjadi 8,47 persen.' Meski
begitu, perbedaan antara pedesaan dan perkotaan masih
terasa jelas. 'Pada bulan Maret 2024, tingkat-kemiskinan di
daerah pedesaan mencapai 11,79 persen, yang lebih tinggi
dibandingkan tingkat kemiskinan di kota yang hanya 7,12

persen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masalah

! Pengukuran Kemiskinan Oleh Badan Pusat Statistik Menggunakan
Pendekatan Kebutuhan Dasar (Basic Needs Approach), Yaitu Melalui
Perhitungan Garis Kemiskinan Yang Terdiri Dari Garis Kemiskinan
Makanan Dan Garis Kemiskinan Non-Makanan. Penurunan angka
kemiskinan antarperiode dapat dipengaruhi oleh perubahan komposisi
konsumsi, inflasi, pembaruan data Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Susenas), maupun penyesuaian metodologi penghitungan.
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kemiskinan di Indonesia bukan hanya soal banyaknya orang
yang miskin, tetapi juga terkait dengan perbedaan akses dan
peluang yang ada di antara daerah-daerah.’

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa untuk mengatasi
kemiskinan diperlukan strategi yang tidak hanya
memperhatikan  pertumbuhan ekonomi, tetapi juga
memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat.?
Dalam pandangan yang lebih luas, kemiskinan tidak hanya
dianggap sebagai kurangnya sumber daya ekonomi, tetapi
juga sebagai dampak dari hubungan kekuasaan yang tidak
seimbang serta kebijakan pemerintah yang belum cukup
memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh
karena itu, peran para pelaksana di lapangan, seperti
fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH), sangat
penting dalam menghubungkan kebijakan pemerintah
dengan kondisi nyata masyarakat, sehingga tindakan yang
diambil lebih tepat sasaran dan bisa terus berlangsung.*

Berbicara soal kemiskinan di Indonesia-sendiri masalah
kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa

relevan untuk dikaji terus-menerus. Tidak dapat dipungkiri

? Badan Pusat Statigik (BPS), “Persentase Penduduk Miskin, Akses
Februari,” 2025,

https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2518/persentase-
penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-8-47-persen-.html.

> BPS, “Jumlah Pendudukan Kabupaten Bangka Barat,” Badan

Pusat Statistik Bangka Barat, 2022, https://bangkabaratkab.bps.go.id/.

* Savetlana Shirley et al., lImu-limu Teknik: Kebencanaan 2019.

Lampung: UPT Perpustakaan Universitas Lampung., ed. Shirley Savetlana et
al. (Bandar Lampung: UPT Perpustakaan Universitas Lampung, 2019).
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upaya-upaya penanggulangan direncanakan pemerintah
untuk mengatasi masalah kemiskinan. Tetapi upaya
penanggulangan tersebut sering kali tidak menghasilkan
suatu penyelesaian seperti yang diharapkan. Sehingga
belum teratasinya masalah kemiskinan tersebut mendorong
akan perlunya suatu startegi penanggulangan kemiskinan
yang baru dengan melihat akar dari permasalahan
kemiskinan. Menanggapi pernyataan di atas, pemerintah
Indonesia terus berupaya untuk menanggulangi kemiskinan
melalui berbagai program bantuan.’

Upaya perlindungan dan pengentasan kemiskinan tidak
pernah terpisahkan dalam proses pembangunan dalam
sebuah negara. Selama ini, kemiskinan banyak diatasi oleh
bantuan-bantuan sosial dan program pembangunan yang
bersifat top-down, yang menempatkan masyarakat miskin
sebagai objek penerima bantuan. Seiring berkembangnya
kebijakan- kebijakan sosial di Indonesia, terjadi perubahan
menujupendekatan perlindunganssosial sebgai inisiatif yang
baik ~dilakukan oleh pemerintah  untuk  mewujudkan
pendapatan masyarakat, di mana masyarakat dipandang
sebagai subjek pembangunan yang perlu diberdayakan.®
Pergeseran ini tercermin dalam implementasi Program

Keluarga Harapan (PKH) sebagai bagian dari kebijakan

> Arinda Riskiana Putri, “Implementasi Program Keluarga Harapan
Di Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora” (2023).

% Arif Wibowo and Sari Viciawati Machdum, Bantuan Sosial Bagi
Masyarakat Miskin (Yogyakarta: Kilau Kata, 2023), 1-4.
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bantuan sosial bersyarat yang tidak hanya bertujuan
mengurangi beban ekonomi keluarga miskin, tetapi juga
mendorong peningkatan akses terhadap layanan pendidikan,
kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam kerangka
pelayanan bantuan sosial, program seperti PKH dipandang
sebagai instrumen intervensi sosial yang mengintegrasikan
transfer ekonomi dengan penguatan kapasitas keluarga
penerima manfaat. Meskipun demikian, pelaksanaannya
masih menghadapi tantangan seperti ketepatan sasaran,
validitas data, serta koordinasi kebijakan di tingkat pusat
dan daerah.’

Selain itu, fenomena kemiskinan juga dipengaruhi oleh
struktur sosial yang menciptakan ketimpangan akses
terhadap sumber daya serta kurangnya percaya masyarakat
kepada kemampuannya. Faktor-faktor seperti rendahnya
tingkat pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, ketidak
merataan pembangunan, serta ketergantungan ekonomi
terhadap sektor s informal- yang pmemperburuk kondisi
masyarakat, miskin. Upaya mengatasi _kemiskinan tidak
terlepas dari perubahan kebijakan dan arah pembangunan
nasional yang terus berkembang. Salah satu program utama

pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH).?

7 Aswar Annas, Resky Amalia, and Nursafitra M, Pelayanan
Bantuan Sosial: Social Assistance Services (Jakarta: Chakti Pustaka
Indonesia, 2022), 45-48.

® Erlian Dwisnu, Diherna Yolanda, and Kecamatan Pino,
“Implementasi Program Keluarga Harapan Pkh Dalam Menanggulangi
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Bantuan program keluara harapan (PKH) ini diberikan
kepada beberapa kelompok, seperti ibu hamil, anak-anak
usia dini, siswa SD hingga SMA, lansia, dan orang dengan
disabilitas berat. Program keluarga harapan (PKH) tidak
hanya memberikan uang tunai, tetapi juga membantu
keluarga penerima manfaat (KPM) untuk mengakses
layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya
dengan didampingi oleh fasilitator di lapangan. Berbeda
dengan program lainnya seperti Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT) atau Program Sembako yang fokus pada pemberian
bantuan pangan, atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang
diberikan langsung tanpa syarat, Program Keluarga Harapan
(PKH) memberikan bantuan dengan syarat tertentu dan
didampingi oleh beberapa fasilitator PKH. Tujuannya dari
program ini untuk memutus siklus kemiskinan secara lebih
berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas hidup
masyrakat. Dengan demikian, program keluarga harapan
(PKH) menekankans gabungan antara perlindungan sosial
dan “pemberdayaan _masyarakat, ‘sementara program-
program lainnya umumnya lebih fokus pada pemenuhan
kebutuhan pokok atau penstabilan perekonomian dalam

jangka waktu yang lebih singkat .’

Kemiskinan Di Desa Batu Bandung,” JURNAL STIA BENGKULU:Committe
to Administration for Education Qualit 11, no. 2 (2025): 145-60.

? Baihaqi, Implementasi Kebijakan Penurunan Angka Kemiskinan
(Dari Teori Hingga Empirik) (Jawa Barat: Rumah Cemerlang Indonesia,
2023), 4-7.



Berbagai upaya  penanggulangan  percepatan
kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah sejak
tahun 2007  yaitu Program Bantuan Langsung Tunai
Bersyarat yang kemudian dikenal dengan nama Program
Keluarga Harapan (PKH). Sesuai Peraturan Menteri
Sosial Nomor 1 tahun 2018 Program Keluarga Harapan
yang selanjutnya disingkat PKH adalah program
pemberian  bantuan sosial bersyarat kepada keluarga/atau
seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data
terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh
Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan
ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH."™

Program keluarga harapan (PKH) ini merupakan bentuk
conditional cash transfer (bantuan sosial bersyarat). Karena
bantuan yang diberikan disertai dengan kewajiban tertentu
bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang menrima
bantuan. Peraturan yang telah diterbitkan untuk mendukung
pelaksanaany, penyaluran ; ~program perlindungan  sosial
yang  terencana,  terarah dan berkelanjutan dalam
bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai

bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi

" Evan Notatema Hia, Matias Siagian, and Nurman Achmad,
“Implementasi Family Development Session Program Keluarga Harapan
Implementation,”  Persepektif 10,  no. 1 (2021): 128-39,
https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4146.
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beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga
miskin dan rentan.**

Bantuan sosial PKH sebagai salah satu upaya
mengurangi  kemiskinan dan  kesenjangan dengan
mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan
kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna
meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan.
Melalui mekanisme ini, keluarga penerima manfaat (KPM)
diharuskan ~ memenuhi  komitmen tertentu seperti
memastikan anak bersekolah dan melakukan pemeriksaan
kesehatan secara rutin. Dengan demikian, PKH tidak hanya
menyalurkan bantuan ekonomi, tetapi juga berfungsi
sebagai instrumen perubahan perilaku sosial.™

Namun demikian, setelah lebih dari satu dekade
berjalan, program keluarga harapan (PKH) masih
menghadapi sejumlah tantaangan. Di daerah Bangka Barat,
tingkat kemiskinan menunjukkan pola yang berubah-ubah.
Padaitahun 2023, /angka tersebut mencapai 2,71, tetapi pada
tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 2,59. Namun,
pada tahun 2025 angka tersebut kembali naik menjadi 2,92,
yang lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Dinamika ini menunjukkan bahwa penurunan jumlah orang

" Asti Yuliani, Zaenal Abidin, and Sri Kadarsi, Program Keluarga

Harapan Solusi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Jambi: CV Meriva
Media, 2024), 41-50.

"2 Afwa Khoiriyah et al., “Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga

Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Graduasi Mandiri Keluarga Penerima
Manfaat,” Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora ( AJSH ) 5, no. 2 (2025).
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miskin belum benar-benar berjalan stabil dan masih
menghadapi masalah di tingkat daerah.™

Kondisi terebut menunjukkan bahwa keberhasilan
program mengatasi kemiskinan tidak hanya bergantung
pada kebijakan pemerintah yang dibuat di pusat, tetepi juga
pada cara penerapannya yang tepat sesuai dengan keadaan
masyarakat setempat. Dalam konteks ini, peran fasilitator
Program Keluarga Harapan (PKH) sangat penting karena
mereka bertindak sebagai pelaksana kebijakan di lapangan
yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan
kenyataan hidup masyarakat yang kurang mampu.
Fasilitator memastikan bahwa program tidak hanya berjalan
secara administratif saja, tetapi juga benar-benar dipahami,
diterima, dan dikerjakan dengan baik oleh keluarga yang
mendapatkan manfaat."*

Oleh karena itu, fasilitator Program Keluarga Harapan
(PKH) memegang peran strategis sebagai penghubung
antara-kebijakan pemerintah dansrealitas sesial masyarakat
di lapangan. Mereka tidak hanya bertugas menyalurkan
bantuan sosial, tetapi juga berperan dalam membangun

kesadaran, kemandirian, dan disiplin sosial di kalangan

3 Badan Pusat Statistik, “Persentase Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Bangka Barat, 15 Februari 2025, Pukul 12.09,” n.d.,
https://bangkabaratkab.bps.go.id/id.

" Anwar Hakim Darajat and Septa Ekasari, “Efektivitas
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya
Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar),”
Jurnal Translitera 10, no. 1 (2021): 8-14,
https://doi.org/10.31857/s013116462104007x.
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keluarga penerima manfaat. Dalam menjalankan fungsi ini,
fasilitator sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial,
kapasitas personal, serta modal sosial yang dimiliki, seperti
jaringan, kepercayaan, dan legitimasi di mata masyarakat.
Peran ini menempatkan fasilitator dalam posisi yang unik.
Mereka bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan agen
sosial yang menerjemahkan kebijakan negara ke dalam
praktik keseharian masyarakat miskin."

Namun, posisi fasilitator di lapangan tidak lepas dari
dinamika kekuasaan dan tarik-menarik kepentingan antara
kebijakan dan kondisi sosial lokal. Di satu sisi, fasilitator
harus memastikan program berjalan sesuai pedoman
administratif yang ditetapkan pemerintah.'® Di sisi lain,
mereka juga harus peka terhadap konteks sosial, budaya,
dan ekonomi masyarakat yang mereka dampingi.
Ketidakseimbangan _antara tuntutan birokratis dan
kebutuhan riil di lapangan sering menimbulkan dilema
peran yang kompleks. Dalam konteks inilah; penting untuk
memahami, bagaimana kekuasaan bekerja secara halus
melalui mekanisme pendampingan sosial. Pemahaman
tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan teori

governmentality yang diperkenalkan oleh Michel Foucault,

' Pierre. Bourdieu, The Forms of Capital in Handbook of Theory
and Research for the Sociology of Education (Westport: CT: Greenwood,pp.,
1986), pp. 241

' Agus Zakaria Ansori, Sosiologi Politik: Filosofi, Kajian, Teori,
Dan Pemikiran Islam (Mataram: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN
Mataram, 2019), 61-62.



yakni konsep yang melihat kekuasaan modern tidak lagi
bekerja melalui paksaan, melainkan melalui pengaturan
kesadaran individu agar mereka secara sukarela mengatur
dirinya sendiri sesuai dengan tujuan kebijakan."

Melalui kegiatan seperti Family Development Session
(FDS) dalam kegiatan pertemuan rutin antara fasilitator dan
keluarga penerima manfaat, fasilitator berperan membentuk
kesadaran masyarakat agar mampu mengatur kehidupannya
sendiri secara mandiri dan produktif.’® Akan tetapi dalam
praktiknya fasilitator sering menghadapi berbagai hambatan
seperti keterbatasan sumber daya dan ketidak sesuaian
kebijakan  pemerintah = dengan kondisi dilapangan.
Tantangan ini berpengaruh terhadap persepsi dan cara
mereka menerjemahkan kebijakan di lapangan. Kegiatan
Family Development Session ini diharapkan mampu
merubah pola pikir masyarakat terutama bagi orang tua agar
bisa menumbuhkan kemandirian dalam mengambil
keputusan jdalam/menentukan masa depannya sendiri dan
keluarga sehingga mempengaruhi kehidupan

masyarakatnya."

"7 Sulistya Wardaya and Anni Suprapti, ‘Kemiskinan Dalam
_Perspektif Sosiologi‘, JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo), 2.1 (2018), 71-82
h ttps://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.1.3121.

' Moch.Fery Dwi Cahyono, Potret Kemandirian Keluarga
Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (Yogyakarta: Bintang Pustka
Madani, 2020), 130-32.

¥ Tis Arfiyani, TJ Raharjo, and A Yusuf, ‘Family Development
Session Sebagai Upaya Peningkatan Keterampilan Hidup‘, Jurnal llmu
Sosial Dan Humaniora, 9.1 (2020), 57-67.Arfiyani, Raharjo, and Yusuf.
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Dalam hal ini, hubungan antara fasilitator dan Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) tidak hanya bersifat administratif,
tetapi juga emosional dan sosial. Fasilitator sering
berhadapan dengan tantangan seperti perubahan regulasi
kebijakan, tekanan untuk memenuhi target, serta beragam
hambatan sosial sehingga tuntutan pelaksanaan program
tidak sejalan dengan kondisi nyata masyarakat. Misalnya, di
beberapa daerah, keterbatasan sarana kesehatan atau
pendidikan membuat keluarga miskin kesulitan memenuhi
kewajiban program, sehingga fasilitator harus mencari
solusi adaptif di lapangan. Di sisi lain, mereka juga
berperan dalam membangun kepercayaan agar masyarakat
tidak hanya bergantung pada bantuan, melainkan mau
berupaya memperbaiki  kehidupannya. Kondisi ini
menunjukkan bahwa fasilitator berfungsi sebagai pelaksana
kebijakan sekaligus agen sosial.*

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik
fasilitasi sosialj dalam Program Keluarga Harapan (PKH)
tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif,
melainkan juga menjadi bentuk pengaturan sosial yang
melibatkan dimensi kekuasaan dan pembentukan perilaku.
Melalui interaksi sehari-hari, fasilitator menjalankan bentuk

kekuasaan yang halus dengan cara mengatur masyarakat

% Aulia Hadi et al., Tinjauan Kritis Ketahanan Sosial Masyarakat
Miskin Perkotaan Dan Perdesaan: Ruang Sosial, Kebijakan, Dan Pola
Kerentanan Sosial, Gadjah Mada University Press. (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press., 2021), 113—14.
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tanpa paksaan, tetapi melalui proses pembinaan,
internalisasi nilai, dan bimbingan moral. Dengan demikian,
memahami persepsi dan praktik fasilitator program keluarga
harapan (PKH) menjadi penting untuk melihat bagaimana
kekuasaan pemerintah bekerja di tingkat mikro melalui
kebijakan sosial yang tampak teknokratis namun sarat
makna politis dan sosial.”*

Untuk memahami persepsi fasilitator Program
Keluuarga Harapan (PKH) menjadi penting dan melihat
sejauh mana kebijakan yang dijalankan secara efektif.
Persepsi mereka merefleksikan bagaimana kebijakan
diterjemahkan dalam praktik sosial sehari-hari, termasuk
bagaimana nilai-nilai kemandirian, tanggung jawab, dan
kesejahteraan diintemalisasi oleh masyarakat. Dengan
menggunakan pendekatan inilah penelitian berupaya
menelaah bagaimana kekuasaan _pemerintah bekerja
melalui praktik kekuasaan yang dilakukan oleh fasilitator
program keluarga harpan - (PKH) rdalam .menegosiasikan
kebijakan dengan realitas.

Sebagian besar penelitian mengenai Program Keluarga
Harapan (PKH) selama ini masih berfokus pada efektivitas
program dan dampak ekonomi terhadap penerima manfaat,
seperti peningkatan kesejahteraan keluarga, penurunan

angka kemiskinan, serta pencapaian target administratif.

*! Friedrich Ebert Stiftung, Jaminan Sosial Di Indonesia: Sejarah,
Teori, Dan Tantangan Masa Depan (Jakarta, 2024), 63—65.
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Namun, dimensi kekuasaan, kesadaran sosial, dan makna
yang dijalankan oleh para fasilitator sebagai pelaksana
kebijakan belum banyak dikaji secara mendalam. Padahal,
fasilitator merupakan aktor kunci yang menegosiasikan
kebijakan dengan realitas sosial masyarakat, dan cara-cara
mereka memaknai peran serta kekuasaan dapat

memengaruhi keberhasilan program secara signifikan.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan
maka peneliti akan mengacu pada rumusan masalah sebagai
berikut;

1. Bagaimana fasilitator PKH memahami dan memaknai
tugas serta perannya dalam implementasi kebijakan
pengentasan kemiskinan?

2. Bagaimana fasilitator PKH memaknai praktik program
dalam membentuk kesadaran dan perilaku penerima
manfaat?

3. Bagaimana fasilitator menegosiasikan relasi kuasa antara

kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian
Untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan-
permasalahan yang ada diatas, penelitian ini bertujuan
untuk memahami bagaimana fasilitator Program Keluarga

Harapan (PKH) memaknai dan menjalankan tugas serta
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perannya dalam implementasi kebijakan pengentasan
kemiskinan, sekaligus menelaah praktik program dalam
membentuk kesadaran dan perilaku penerima manfaat
sebagai bentuk kekuasaan yang bekerja secara halus melalui
pembinaan moral, pembentukan kesadaran, dan pengaturan
perilaku keluarga penerima manfaat (KPM).

Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjelaskan
bagaimana fasilitator menegosiasikan relasi kuasa antara
kebijakan yang bersifat administratif dengan kebutuhan
sosial masyarakat, termasuk strategi adaptasi dan
penyesuaian yang mereka lakukan dalam menghadapi
dinamika sosial ketika berada dan berhadapan langsung di
lapangan. Serta memahami persepsi dan praktik fasilitator
program keluarga harapan (PKH) menjadi penting untuk
melihat bagaimana kekuasaan pemerintah bekerja di tingkat
mikro melalui kebijakan sosial yang tampak teknokratis
namun sarat makna politis dan sosial. Melalui pemahaman
inilah;' ppenelitian pini pdiharapkan » dapat~ memberikan
gambaran_mendalam mengenai peran strategis fasilitator
sebagai agen sosial sekaligus pelaksana kebijakan yang
menjembatani kepentingan pemerintah dengan realitas

kehidupan keluarga penerima manfaat (KPM).
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D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi
manfaat bagi berbagai pihak secara langsung maupun tidak
langsung. Beberapa manfaat  tersebut secara teoritis,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian
soial dan kebijakan publik. Penelitian ini memperluas
pemahaman tentang bagaimana konsep governmentality dan
relasi kekuasaan bekerja dalam praktik implementasi
kebijakan sosial, khususnya pada konteks Fasilitator
Program Keluarga Harapan (PKH). Temuan penelitian ini
juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai
peran fasilitator sosial sebagai aktor yang tidak hanya
menjalankan kebijakan negara, tetapi juga menegosiasikan
nilai, makna, dan strategi dalam menghadapi dinamika

sosial di lapangan.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil pengkajian diperoleh penelitian ini
berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai hasil-
hasil penelitian terdahulu yang relevan, sekaligus
menegaskan posisi penelitian ini dalam kerangka kajian
ilmiah yang lebih luas. Sejumlah penelitian yang berkaitan
dengan Program Keluarga Harapan (PKH), pengentasan
kemiskinan, serta peran fasilitator telah dilakukan oleh

berbagai peneliti sebelumnya, namun sebagian besar masih
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berfokus pada aspek ekonomi dan efektivitas program,
bukan pada dimensi persepsi fasilitator dan relasi kekuasaan
di balik kebijakan sosial tersebut.

Pertama Penelitian yang dilakukan oleh Khoiriyah
(2025) dalam Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)
berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga
Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Graduasi Mandiri
Keluarga Penerima Manfaat” menyoroti efektivitas
implementasi PKH dari sisi kebijakan dan pelaksana di
lapangan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa
keberhasilan program sangat ditentukan oleh kapasitas dan
profesionalitas fasilitator PKH. Fasilitator berperan penting
sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan kebutuhan
masyarakat, tetapi mereka sering dihadapkan pada kendala
seperti beban administrasi tinggi, kurangnya pelatihan, dan
keterbatasan  sumber daya lokal. Penelitian tersebut
menegaskan bahwa efektivitas PKH tidak hanya bergantung
padaregulasi, tetai juga pada bagaimana fasilitator mampu
menerjemahkan nilai-nilai kebijakan ke dalam tindakan
nyata di masyarakat.

Meskipun memberikan pemahaman yang komprehensif
tethadap pelaksanaan PKH secara nasional, penelitian
Khoiriyah dkk. (2025) masih menitikberatkan pada evaluasi
administratif dan capaian program, belum menggali secara
mendalam dimensi sosial dan politik yang membentuk cara

fasilitator menjalankan perannya. Dalam penelitian tersebut,

16



fasilitator dipandang sebagai pelaksana kebijakan, bukan
sebagai subjek yang menafsirkan dan menegosiasikan
makna kebijakan dalam praktik sehari-hari. Dengan
demikian, aspek kekuasaan, resistensi, dan pembentukan
kesadaran sosial yang bekerja dalam hubungan antara
fasilitator dan masyarakat penerima manfaat belum
sepenuhnya terungkap.

Berbeda dengan penelitian Khoiriyah, penelitian ini
menempatkan fasilitator sebagai fokus utama dan
menganalisis  peran = mereka  melalui  perspektif
governmentality Michel Foucault. Penelitian ini tidak hanya
ingin mengetahui seberapa efektif fasilitator menjalankan
tugasnya, tetapi juga bagaimana mereka menjadi bagian
dari mekanisme kekuasaan negara yang bekerja secara halus
melalui praktik pendampingan sosial. Dengan menelaah
persepsi dan pengalaman subjektif fasilitator, penelitian ini
berupaya mengungkap bagaimana kebijakan negara
diintemalisasi, dinegosiasikan; bahkan mungkin ditafsirkan
ulang dalam konteks lokal. Dengan demikian, penelitian ini
melengkapi  dan  memperdalam  temuan  dengan
menghadirkan analisis yang lebih kritis terhadap relasi
kekuasaan, praktik sosial, dan pembentukan subjek dalam

pelaksanaan Program Keluarga Harapan.”

* Khoiriyah et al, “Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga
Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Graduasi Mandiri Keluarga Penerima
Manfaat.”
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Kedua penelitian yang dilakukan oleh Anis Aprila
(2021) berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap Program
Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Taraf Hidup di
Kelurahan Sukaraja Kota Prabumulih” menyoroti persepsi
penerima manfaat terhadap PKH dalam meningkatkan taraf
hidup. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif,
penelitian ini menemukan bahwa persepsi masyarakat
penerima PKH tergolong positif, dengan capaian utama
berupa peningkatan taraf hidup, pengurangan beban
ekonomi, dan pembentukan kemandirian. Meskipun
demikian, fokus penelitian ini masih terbatas pada
pandangan masyarakat penerima manfaat, belum
menyentuh bagaimana pelaksana program atau fasilitator
menafsirkan dan menjalankan kebijakan di lapangan.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan penting
dalam fokus kajiannya yaitu subyek penelitian yang
diunggah meneliti persepsi masyarakat penerima PKH
terhadap program: tersebut dalam meningkatkan taraf hidup
mereka. Sementara tesis ini, mengkaji persepsi pengelola
PKH dari sudut pandang sosiologi politik dan kebijakan,
Pendekatan perspektif skripsi berfokus pada persepsi
penerima manfaat PKH tanpa mengaitkannya langsung
dengan perspektif politik atau kebijakan sedangkan tesis ini
menambahkan perspektif sosiologi politik dan kebijakan,
yang memungkinkan analisis lebih mendalam mengenai

peran pemerintah, pengelola, dan implikasi kebijakan PKH
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dalam pengentasan kemiskinan secara struktural, Tujuan
dan Manfaat Penelitian. Adapun kesamaan kedua penelitian
ini berfokus pada Program Keluarga Harapan (PKH) dapat
dilihat dalam beberapa aspek yaitu: Tema Utama
Pengentasan Kemiskinan: Kedua penelitian sama-sama
membahas peran PKH sebagai upaya pemerintah dalam
pengentasan kemiskinan, Topik Persepsi tethadap Program
PKH: keduanya menunjukkan persepsi sebagai aspek
sentral, baik itu dari penerima manfaat (masyarakat),
Tujuan Meningkatkan Taraf Hidup: penelitian kedua ini
mengidentifikasi peningkatan taraf hidup sebagai tujuan
utama PKH.*

Ketiga sebagaimana yang ditulis dalam karya ilmiah
Asmul Fauzi Harahap dalam artikelnya berjudul “Persepsi
Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)” yang
dimuat di YUME: Journal of Management meneliti
hubungan antara persepsi penerima PKH, kinerja
pendampings, dans upaya jpengentasan kemiskinan di Kota
Padangsidimpuan. Menggunakan metode kuantitatif dengan
teknik  Structural Equation Modeling (SEM-PLS),
penelitian ini menemukan bahwa PKH berpengaruh positif
tethadap pengentasan kemiskinan. Namun, hasil menarik
muncul ketika diketahui bahwa kinerja pendamping justru

memoderasi pengaruh tersebut secara negatif. Hal ini

» Anis Aprila, ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Program Keluarga
Harapan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Di Kelurahan Sukaraja Kota
PRABUMULIH®, 2021.
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menunjukkan bahwa efektivitas PKH tidak hanya
ditentukan oleh kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh
kualitas dan peran pendamping dalam pelaksanaannya.

Meskipun menyinggung peran pendamping, penelitian
ini belum menelaah lebih jauh bagaimana fasilitator
memaknai peran mereka dalam sistem kebijakan sosial.
Harahap lebih menitikberatkan pada hubungan antarvariabel
dan tidak mengulas secara kualitatif pengalaman subjektif
para fasilitator dalam menghadapi tantangan lapangan.
Dalam konteks ini, penelitian yang dilakukan ini untuk
memperluas arah kajian tersebut dengan menggali persepsi
fasilitator PKH melalui pendekatan sosiologi politik.**

Yang keempat penelitian yang berjudul “Peran Dinas
Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya
Penanggulangan  Kemiskinan  Perkotaan  Provinsi
Lampung” ditulis oleh Hikmah Wati. Di dalamnya terdapat
permasalahan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Program | Kelvarga, Harapan (PKH) .merasa tidak
mendapatkan bimbingan  dan pemberdayaan, melainkan
hanya merasa tergantung pada program PKH, sehingga
ketika terjadi keterlambatan pencairan dana, masyarakat
akan protes dan merasakan kebutuhan yang sangat

mendesak. Menurut teori Sri Najiati dan rekan-rekan dalam

* Asmul Fauzi Harahap, ‘Persepsi Penerima Program Keluarga
Harapan ( Pkh ) Dalam Mengentas Kemiskinan Dengan Kinerja Pendamping
Sebagai Variabel Moderasi Studi Emperis Di Kota Padangsidimpuan®,
YUME : Journal of Management, 7.2 (2024), 333-45.
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Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut, terdapat
empat prinsip yang penting untuk keberhasilan program
pemberdayaan, yaitu kesetaraan, partisipasi, kemandirian,
dan keberlanjutan. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan
dalam penelitian ini adalah untuk memaksimalkan
ketulusan hati dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan
semua kegiatan yang merupakan tugas Dinas Sosial
Kabupaten Serdang Bedagai. Dinas Sosial juga perlu terus
memperbarui data sehingga masyarakat yang sudah mandiri
dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan dikeluarkan
dari data PKH, agar mereka bisa berdaya dan berkarya
sendiri tanpa terus-menerus bergantung pada program PKH.

Penelitian Wati menyoroti pentingnya ketulusan dan
tanggung jawab aparat sosial dalam menumbuhkan
kemandirian masyarakat. Namun, pendekatan yang
digunakan ‘masih terbatas pada tataan operasional
kebijakan, tanpa menelaah dimensi kekuasaan dan
rasionalitas ppemerintah di- balik implementasi program.
Dalam konteks penelitian ini, kerangka governmentality
digunakan untuk memperluas pemahaman tersebut dengan
melihat bagaimana negara, melalui fasilitator PKH,
mengatur masyarakat melalui teknik pendampingan sosial

yang membentuk perilaku dan kesadaran.”

» Hikmah Wati, “Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan
Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Provinsi
Lampung” (Universitas Muhammadiyah Metro, 2017).
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Kelima Desi Pratiwi dalam penelitian yang berjudul
“Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam
Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam
Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton | Kec. Batanghari
Nuban Kab.Lampung Timur”. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui Efektivitas Program Keluarga
Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Desa
Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur
ditinjau dari ekonomi Islam. Metode penelitian ini metode
kualitatif dengan data primer dan sekunder. Hasil dari
penelitian ini menjelaskan mengenai Program keluarga
harapan dalam pandangan ekonomi Islam yang dapat dilihat
dari nilai-nilai Ekonomi Islam meliputi : keadilan, tanggung
jawab, dan takaful, dan digunakan untuk variabel-variabel
pengukuran efektivitas seperti ketetapan saran program,
sosialisasi program, tujuan program dan dampak.
Keterkaitan dengan penelitian ini adalah peran pendamping
program keluarga harapan-dalam penerima manfaat PKH
yang  ikut berpartisipasi dalam menyukseskan program
PKH untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.
Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan
adalah penelitian ini lebih difokuskan pada kriteria
pengentasan kemiskinan yang ditinjau dari segi ekonomi

Islam.*

* Desi Pratiwi, ‘Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)
Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada
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Ana Ni‘matul Izza (2019), berjudul: “Pelaksanaan
Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Studi di Desa Wonodadi
Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal”. Tujuan dari
penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan PKH
yang ada di Desa Wonodadi dan mengetahui sejauh mana
ukuran sejahtera program ini dapat mensejahterakan
masyarakat Desa Wonodadi. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan
pendekatan naratif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan
mengenai manfaat program keluarga harapan terhadap
kesejahteraan masyarakat di desa wonodadi sudah berjalan
sesuai dengan tahapan pemerintah. Manfaat program PKH
terhadap pendidikan sudah dirasakan oleh para pelajar dan
sangat bermanfaat bagi pendidikan.

Keterkaitan program keluarga harapan dalam Penelitian
ini menegaskan bahwa pentingnya peran pendamping dalam
menjaga kelancaran pelaksanaans PKH,~tetgpi belum
menjelaskan secara konseptual bagaimana pendamping
berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara dalam proses
governance. Oleh karena itu, penelitian tesis ini berusaha
mengisi celah tersebut dengan memfokuskan analisis pada

peran fasilitator sebagai agen kebijakan dan pelaku praktik

Peserta Pkh Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur*
(Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).
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kekuasaan yang membentuk subjek masyarakat miskin
melalui strategi pendampingan sosial.”

Adapun yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh
Atifa lin, yang berjudul “Efektivitas Peran Pendamping
dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang
Kesehatan di Kecamatan Bayat Klaten”. Dalam penelitian
tersebut mengungkapkan bahwa keberhasilan PKH sangat
dipengaruhi oleh intensitas dan kualitas pendampingan.
Dalam penelitian ini, pendamping berperan sebagai
fasilitator, mediator, dan advokat bagi peserta PKH.
Meskipun pendamping telah menjalankan tugasnya dengan
baik, keterbatasan jumlah tenaga, sarana, dan beban kerja
tinggi menjadi kendala yang signifikan.

Penelitian Atifa memberikan pemahaman operasional
tentang fungsi pendamping dalam konteks pelayanan sosial.
Namun, pendekatan yang digunakan masih Dbersifat
deskriptif dan belum menganalisis bagaimana kekuasaan
negara dijalankanimelaluimekanisme:pendampingan sosial.
Penelitian_ini_melengkapi kajian tersebut dengan melihat
fasilitator sebagai bagian dari praktik governmentality,

yakni bagaimana negara mengatur masyarakat miskin

*7 Ana Ni‘matul Izza, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
(PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Desa
Wonodadi Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal)” (Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, 2019).
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secara halus melalui pembinaan moral dan pengawasan
perilaku dalam kerangka kebijakan kesejahteraan.’®

Dari berbagai penelitian di atas, terlihat bahwa kajian
mengenai PKH telah banyak membahas efektivitas program
dan persepsi masyarakat penerima manfaat, namun masih
sangat terbatas dalam menyoroti persepsi fasilitator sebagai
pelaksana kebijakan. Penelitian ini berbeda karena
menempatkan fasilitator PKH sebagai subjek utama analisis
untuk  memahami  bagaimana merecka memaknai,
menegosiasikan, dan melaksanakan kebijakan dalam
konteks relasi kekuasaan negara dan masyarakat. Dengan
menggunakan perspektif governmentality Michel Foucault,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman
baru mengenai praktik kekuasaan, strategi adaptasi, serta
pembentukan kesadaran masyarakat dalam kebijakan

pengentasan kemiskinan.

F. KerangkaTeori
Penelitian ini menggunakan teori governmentality yang
dikemukakan oleh Michel Foucault untuk memahami cara
kekuasaan berfungsi dalam masyarakat modern. Istilah
governmentality berasal dari gabungan kata government
yang artinya pemerintahan dan mentality yang berarti cara

berpikir. Secara sederhana, istilah ini bisa diartikan sebagai

* Atifa Iin Dirgantar, “Efektivitas Peran Pendamping Dalam
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Kesehatan Di Kecamatan
Bayat Kabupaten Klaten” (Universitas Sebelas Maret, 2016).
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cara memerintah dengan membentuk cara berpikir dan
bertindak individu. Foucault juga menggambarkan
governmentality sebagai cara untuk mengarahkan tingkah
laku individu atau kelompok agar mereka bertindak sesuai
dengan tujuan tertentu, tanpa harus menggunakan kekerasan
secara langsung.”

Sehingga kekuasaan tidak lagi dilihat sebagai hubungan
yang bersifat menghalangi atau memaksa, melainkan
sebagai kekuasaan yang mampu menciptakan sesuatu.
Kekuasaan  berfungsi ~dengan membentuk subjek,
menciptakan aturan, serta menghasilkan cara baru dalam
memahami diri sendiri dan dunia sosial. Oleh karena itu,
kekuasaan tidak hanya melarang atau menganiaya, tetapi
justru menciptakan pengetahuan, identitas, dan cara-cara
berinteraksi sosial tertentu yang dianggap biasa dan masuk
akal.*

Foucault menjelaskan bahwa di masyarakat modern,
relasi kekuasaan lebih sering diterapkan: melalui cara yang
tidak kasar, seperti aturan, standarisasi, pengelompokan,
serta penanaman nilai-nilai tertentu dalam diri seseorang.

Pemerintahan kini tidak hanya bekerja melalui lembaga

¥ Michel. Foucault, Technologies of the Self: A Seminar with

Michel Foucault. (Amherst: University of Massachusetts Press., 1988), 15—

%0 Sebastianus Geradus Duminggu, “Governmentality Kementerian

Desa Pdtt Dalam Regulasi Penyaluran Bltdd,” Journal of Indonesian Rural

Regional Government 6, no. 1 (2022): 15-38,

https://doi.org/10.4743 1/jirreg.v6il.173.
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negara saja, tetapi juga merambah ke berbagai kegiatan
sosial sehari-hari. Ini disebut rasionalitas pemerintahan
modern, yaitu cara berpikir yang menjadikan individu
sebagai subjek yang mampu dan wajib mengatur dirinya
sendiri.*® Sehingga teori ini akan membantu menjelaskan
bagaimana fasilitator menjadi perpanjangan tangan negara
dalam mengarahkan masyarakat miskin menuju bentuk
kemandirian yang diinginkan kebijakan tetapi tetap sesuai
dengan pedoman yang ada.

Konsep government menunjukkan perubahan sejarah
dari relasi kekuasaan yang berlandaskan kedaulatan sering
dianggap berlandaskan biopolitik. Dalam kekuasaan
kedaulatan, negara bertindak dengan memerintah melalui
aturan dan hukuman. Sebaliknya, dalam governmentality
kekuasaan bekerja dengan menciptakan kondisi sosial yang
memungkinkan . seseorang secara sukarela melakukan
tindakan sesuai dengan norma-norma yang sudah
di‘[etapkan.32 Kekuasaan kini tidak lagi memaksa dari luar,
melainkan memandu dari dalam,k dengan cara membentuk

kesadaran dan subjektivitas seseorang. Oleh karena itu,

' Wahyudi Kumorotomo and Yuyun Purbokusumo, Kebijakan
Publik Dalam Pusaran Perubahan ldeologi (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2020), 191.

> Michel Foucault, The Arkeology of Knowledge (New York:
Harper & Row Publisher, 1976), 66—67.
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setiap tindakan pemerintah selalu memiliki tuyjuan spesifik
serta metode pengendalian yang terkesan logis digunakan.®
Dengan  demikian ~ governmentality = bukanlah
pemerintahan langsung, melainkan proses pembuatan
subjek. Dimana masyarakat tidak hanya menjadi objek
kekuasaan, tetapi juga menjadi subjek yang menjalankan
kekuasaan tersebut terhadap dirinya sendiri. Itulah sebabnya
governmentality menjadi bentuk kekuasaan yang sangat
efektif karena berjalan dengan cara yang halus, tidak
terlihat, dan diterima oleh orang-orang sebagai bagian yang
biasa dalam kehidupan sehari-hari. Secara konseptual,
kerangka  governmentality = dalam  penelitian  ini
dioperasionalkan melalui tiga dimensi utama:
1. Teknik Pengaturan Diri (Self-Governing Techniques)
Dimensi pertama dalam governmentality adalah
cara mengatur diri sendiri. Menurut Foucault, kekuasaan
modern berjalan dengan mendorong individu untuk
mengelola diri mereka sendiri. individukini tidak hanya
diperintah _ dari Jluar, tetapi dibimbing agar bisa
mengawasi tingkah lakunya, mengevaluasi tindakannya,
serta menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial
yang berlaku.
Teknik pengaturan diri melibatkan beberapa cara

seperti menjaga disiplin diri, memikirkan diri sendiri,

3 Thomas Lemke, “Foucault , Governmentality , and Critique,” in
Journal of Economics, Culture and Society, vol. 14, 2002,
https://doi.org/10.1080/089356902101242288.
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mengevaluasi kehidupan, dan memenuhi tanggung
jawab pribadi. Individu didorong agar sadar akan apa
yang dilakukannya, mampu mengendalikan perasaan
dan hasratnya, serta memperbaiki tindakan sesuai
dengan nilai-nilai yang sudah diakui oleh masyarakat.
Dalam proses ini, seseorang belajar bagaimana
mengelola hidupnya sendiri.*

Pengaturan diri bukan hanya soal psikologis, tapi
juga proses politik. Kekuasaan bekerja dengan
menciptakan individu yang mampu mengendalikan diri
sendiri tanpa selalu memerlukan pengawasan dari pihak
luar. Kontrol tidak lagi dilakukan dengan cara
mengawasi langsung, melainkan melalui rasa sadar
dalam diri seseorang yang membuatnya merasa harus
taat, produktif, dan bertanggung jawab.*

Dalam buku The Birth of Biopolitics, Foucault
menjelaskan bahwa cara berpikir pemerintahan modern
membentuk individu pyang terlihat seperti bisa berdiri
sendiri,, bebas mengambil keputusan, dan tanggung
jawab atas hidupnya sendiri. Namun, otonomi itu
sebenarnya lahir dari proses sosial yang berlangsung
lama. Individu diminta untuk berpikir dan bertindak

berdasarkan logika tertentu yang telah disematkan

** Michel Foucault, The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collége
de France 1978-1979 (New York: Palgrave Macmillan, 2008), 15-28.

** Foucault, Technologies of the Self: A Seminar with Michel
Foucault.
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melalui berbagai institusi dan praktik sosial. Dengan
demikian, teknik pengaturan diri menunjukkan bahwa
kekuasaan modern tidak lagi bekerja melalui paksaan,
tetapi melalui pembentukan subjek yang secara sukarela
menerapkan logika kekuasaan dalam kehidupan sehari-
hari.*®

2. Pembinaan Moral dan Sosial (Moral and Social
Formation)

Dimensi kedua dalam governmentality melihat
bagaimana pembentukan nilai-nilai moral dan
kepribadian seseorang. Governmentality tidak hanya
mengatur cara orang berperilaku, tetapi juga membentuk
identitas, nilai, serta cara orang memahami dirinya
sendiri. Dalam pandangan Foucault, individu bukanlah
sesuatu yang sudah pasti dari awal, melainkan terbentuk
melalui proses sosial dan sejarah yang dipengaruhi oleh
hubungan kekuasaan.”

Melalui cara- / normalisasi; masyarakat
membentuk ketentuan mengenai, apa yang dianggap
sebagai hal yang biasa, wajar, sehat, masuk akal,
berproduktivitas, dan memiliki nilai moral. Standar-
standar tersebut kemudian diterima oleh individu
sebagai bagian dari identitas dirinya sendiri. Individu

mulai menilai dirinya sendiri berdasarkan kategori-

3% Foucault, The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collége de
France 1978-1979, 269-271.
*7 Foucault Michel, 311-313.
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kategori itu dan menganggap keberhasilan atau
kegagalan dalam hidup sebagai tanggung jawab yang
harus ditanggung sendiri.

Pembentukan moral ini membuat kekuasaan
bekerja dengan cara yang lembut dan tidak terlihat.
Individu tidak merasa sedang diawasi, melainkan
merasa sedang mencoba memperbaiki dirinya sendiri.
Kontrol dari luar diganti dengan kontrol dari dalam,
sehingga seseorang menjadi pengawas atas dirinya
sendiri. Proses ini menciptakan subjek yang
berkeinginan sendiri untuk mematuhi aturan tanpa harus
dipaksa langsung oleh pihak berwenang.

Subjektivitas yang dihasilkan oleh
governmentality  bersifat = politis karena identitas
seseorang selalu terkait dengan proyek kekuasaan
tertentu. Individu dilatih agar menjadi orang yang
disiplin, bertanggung jawab, produktif, dan sanggup
mengatur. |diri »sendiri ssesuaip dengan skebutuhan
masyarakat_saat ini. Oleh karena itu, governmentality
tidak hanya mengatur tindakan manusia, tetapi juga
membentuk identitas sosial yang sesuai dengan cara

berpikir dan mengatur kekuasaan.®

** 1 Putu Rai Sukmaning Wahyu et al., “Praktik Governmentality
Dan Nativisme Dalam Kebijakan Keluarga Berencana Krama Bali,” Politika
Udayana 1, no. 2 (2021): 15.
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3. Rasionalitas Kebijakan (Policy Rationality)

Dimensi ketiga dalam governmentality adalah
rasionalitas kebijakan. Dimna Foucault menekankan
bahwa setiap praktik kekuasaan selalu didasari oleh cara
berpikir tertentu yang membuat praktik tersebut terasa
masuk akal, wajar, dan sah. Rasionalitas pemerintahan
adalah cara berpikir yang menentukan bagaimana
manusia  dipahami, bagaimana masalah sosial
dijelaskan, serta bagaimana solusi dibuat.

Dalam governmentality, persoalan tentang
masyarakat dianggap sebagai isu teknis yang bisa
diukur, dikategorikan, dan dikelola. Masalah sosial kini
tidak lagi dilihat hanya sebagai isu politik atau
struktural, tetapi dianggap sebagai masalah manajemen
yang memerlukan tindakan yang berpikir secara
rasional.  Kehidupan sosial dianggap sebagai sesuatu
yang perlu diatur secara efisien dan terstruktur dengan
rapi:

Rasionalitas ini sangat tergantung pada hasil
produksi pengetahuan ilmiah. Ilmu-ilmu seperti sosial,
ekonomi, statistik, psikologi, dan demografi sangat
membantu pemerintah dalam memahami kehidupan dan
kebutuhan masyarakat. Pengetahuan itu kemudian
digunakan untuk membuat berbagai jenis intervensi

sosial. Oleh karena itu, pengetahuan bukanlah sesuatu
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yang netral, melainkan bagian penting dari mekanisme
kekuasaan itu sendiri.

Government memperlihatkan bahwa kekuasaan
tidak hanya berjalan melalui lembaga politik resmi,
tetapi juga nmelalui sistem pengetahuan yang
menentukan cara kita memahami kehidupan sosial. Cara
orang memahami masalah sosial, dan dirinya sendiri
selalu tbergantung pada pengetahuan yang dibentuk
oleh hubungan kekuasaan.>
Sebagaimana dijelaskan oleh Tania Murray Li (2007),

governmentality biasanya bersifat anti-politik, karena
cenderung mengubah isu-isu struktural seperti kemiskinan,
ketimpangan, dan pergeseran sosial menjadi isu teknis yang
bisa diatasi melalui tindakan administratif dan manajerial.
Dalam kerangka ini, masalah sosial tidak lagi dilihat
sebagai akibat dari hubungan kekuasaan atau struktur
ekonomi-politik yang tidak seimbang, melainkan dianggap
sebagai masalah perilaku seseorang, kemampuan individu,
serta kurangnya _pemahaman. Akibatnya, solusi yang
diberikan lebih fokus pada perubahan cara berpikir,
pembentukan kesadaran, dan peningkatan kemampuan
seseorang, bukan pada perubahan struktur sosial secara

menyeluruh. Pendekatan ini menunjukkan cara kerja

%% Sebastianus Geradus Duminggu, “Governmentality Kementerian
Desa Pdtt Dalam Regulasi Penyaluran Bltdd.”
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rasionalitas pemerintahan dengan menghilangkan politik
dari isu sosial dan mengalihkannya ke bidang teknokratis.*
Hal yang sama terlihat dimana Governmentality
memungkinkan kita memahami bahwa peran para aktor
sosial tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan
norma dan pertimbangan moral. Mereka tidak hanya
mengikuti prosedur, tetapi juga membantu orang-orang
memahami diri mereka sendiri, mengevaluasi tindakan
mereka, serta memahami tanggung jawab sosial yang
mereka miliki. Dalam proses ini, sesecorang diajak untuk
menjadi orang yang disiplin, aktif, dan bisa menanggung
tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dengan demikian,
governmentality berjalan dengan menciptakan subjektivitas,
yaitu membentuk individu agar secara sukarela mengelola
dirinya sendiri sesuai dengan kebijaksanaan yang berlaku.*
Dalam kerangka pemikiran Michel Foucault, bentuk
kekuasaan seperti ini disebut sebagai kekuasaan yang
bersifaty produktif. jKekuasaan pkinip tidak~lagi terutama
bekerja melalui larangan, hukuman, atau represi, melainkan
melalui pembentukan kesadaran, penanaman norma di
dalam diri, dan pengaruh pada perilaku seseorang. Individu

tidak merasa seperti sedang diawasi, tetapi justru merasa

* Tania Murray Li, The Will to Improve: Governmentality,
Development, and the Practice of Politics (Durham: Duke University Press,
2007), 7-9.

I Purwowibowo, Pembangunan Sosial (Jakarta Selatan: PT

Melvina Media Indonesia, 2018), 49-52.
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sedang mencoba memperbaiki diri sendiri. Kontrol dari luar
digantikan oleh kontrol dari dalam, sehingga seseorang
menjadi pengawas atas dirinya sendiri. Ini adalah alasan
mengapa governmentality menjadi bentuk kekuasaan yang
sangat efektif, karena beroperasi secara halus dan dianggap
sebagai bagian alami dari kehidupan sosial.*

Maka teori governmentality memberikan kerangka
analisis yang tajam untuk memahami teknologi kekuasaan
yang bertujuan membentuk individu agar mampu mengelola
dirinya sendiri. Proses ini mencakup edukasi, motivasi,
evaluasi, dan pembinaan moral yang mendorong perubahan
perilaku serta peningkatan kapasitas individu. Keberhasilan
praktik ini tidak hanya diukur dari pencapaian target
administratif, tetepi dari sejauh mana individu mampu
menginternalisasi nilai-nilai tertentu seperti tanggung
jawab, disiplin, dan kemandirian. -Dengan demikian,
intervensi sosial tidak semata-mata berorientasi pada
distribusi sumber/daya,tetapi pada pembentukansetos hidup
yang dianggap ideal dalam masyarakat modern.

Dengan demikian, teori governmentality memberikan
kerangka analisis yang tajam untuk memahami bagaimana
kekuasaan modern bekerja melalui praktik sosial sehari-
hari. Kekuasaan tidak hanya beroperasi melalui hukum dan

kebijakan formal, tetapi melalui serangkaian teknik

* Aris Sarjito, “Efektivitas Kebijakan Sosial Dalam Mengurangi
Ketimpangan Pendapatan Dan Angka Kemiskinan,” 1l,u Sosial Dan Poitik 6,
no. 2 (2023): 1-12.
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pembinaan, edukasi, pelatihan, dan pengawasan sosial yang
membentuk cara individu berpikir dan bertindak.
Governmentality menegaskan bahwa kekuasaan modern
tidak bersifat tunggal dan tertutup, melainkan selalu
dinegosiasikan dalam praktik, sehingga di dalamnya selalu
terdapat ruang bagi adaptasi, reinterpretasi, dan resistensi

dari subjek yang terlibat.*”®

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan
kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk
memahami secara mendalam pengalaman, pandangan,
dan pemaknaan fasilitator Program Keluarga Harapan
(PKH) terhadap praktik pendampingan sosial yang
mereka lakukan di lapangan. Melalui pendekatan ini,
peneliti pberupaya jmemahami j realitas—sosial secara
langsung berdasarkan pengalaman _informan terkait
praktik pendampingan, relasi sosial, serta proses
pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Fokus
penelitian tidak hanya melihat pelaksanaan program
secara administratif, tetapi juga bagaimana fasilitator

memaknai peran mereka sebagai pelaksana kebijakan

* Prabowo Setyo Nugroho, “Kemiskinan Tetap Menjadi Tantangan
Struktural Yang Kompleks Bagi Indonesia. Meskipun Berbagai Upaya Telah
Dilakukan, Tingkat,” : : Jurnal Multidisiplin llmu Sosial 10, no. 11 (2025).
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sosial yang berhadapan langsung dengan masyarakat
penerima bantuan.**

Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini
digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial yang
terjadi dalam praktik pendampingan PKH secara
sistematis, mendalam, dan kontekstual. Penelitian ini
tidak berorientasi pada pengukuran statistik, melainkan
berfokus pada proses sosial, interaksi, serta makna yang
muncul dari pengalaman para fasilitator PKH di
Kabupaten Bangka Barat. Dengan pendekatan ini,
peneliti dapat menjelaskan bagaimana fasilitator
menjalankan  fungsi  pendampingan, pembinaan,
pengawasan, hingga proses pembentukan kesadaran
sosial terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Selain itu, pendekatan deskriptif juga digunakan untuk
melihat bagaimana kebijakan PKH dijalankan melalui
praktik-praktik sosial yang berlangsung dalam
kehidupan masyarakat penerima-bantuan:*

Metode penelitian kualitatif juga memungkinkan
peneliti untuk mengeksplorasi dinamika sosial yang
muncul dalam praktik pendampingan PKH. Dalam
penelitian ini, praktik pendampingan dipahami tidak

hanya sebagai bentuk penyaluran bantuan sosial, tetapi

* Rukin. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Sulawesi Selatan:
Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019, 6-10.

* Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Rinecka
Cipta, 2008).
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juga mencakup proses pembinaan, pengawasan, dan
upaya mendorong perubahan perilaku sosial pada
Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan
pendekatan deskriptif digunakan agar peneliti dapat
menggambarkan secara detail bagaimana fasilitator
program keluarga harapan (PKH) menafsirkan,
menerapkan, serta menghadapi dinamika kekuasaan
kebijakan serta pengentasan kemiskinan di lapangan.*®
2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data

primer dan data sekunder :

a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui hasil
penelitian atau observasi lapangan di lokasi
penelitian menggunakan pedoman yang telah
dirancangan. Data primer didapatkan langsung
melalui hasil wawancara mendalam yang dilakukan
di Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat dengan
delapan; fasilitator~ Program: Keluwarga Harapan
(PKH) yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 orang
perempuan. Selain itu, data primer juga diperoleh
melalui observasi lapangan di beberapa desa yang
ada di Kabupaten Bangka Barat terhadap informan
yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan

program PKH, guna melihat secara langsung praktik

% Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta CV,
2019), 361-66.
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pendampingan  serta dinamika implementasi
kebijakan di tingkat lokal.

b. Data sekuner diperoleh dari berbagai bentuk data
yang telah tersedia. Data sekunder baisayanya
diperoleh lebih banyak berupa data statigik atau
data yang telah diolah sehingga siap untuk
digunakan yang dapat diperoleh dari berbagai
sumber tertulis yang relevan, seperti dokumen resmi
pemerintah, laporan kegiatan PKH, data dari Badan
Pusat Statistik (BPS), serta literatur akademik dan
hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
kebijakan sosial program keluarga harapan atau
yang terkait dan berhubungan dengan penelitian
yang dilakukan. diperoleh.”

Penentuan informan dalam  penelitian ini
dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu
pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu
yang relevan /dengan kebutuhan dan tujuan;penelitian.
Informan utama _dalam__penelitian  ini terdiri dari
koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan
(PKH) dan fasilitator PKH yang aktif di lapangan.
Secara keseluruhan, jumlah informan akhir dalam
penelitian ini adalah sembilan orang, yang terdiri dari

satu orang koordinator kabupaten PKH dan tujuh orang

7 Amalia Adhandayani, Modul Metode Penelitian Kualitatif
(Universitas Esa Unggul, 2020), 20-26.
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fasilitator PKH, sebagaimana telah dijelaskan pada
bagian sebelumnya.*®
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu wawancara
mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Wawancara menjadi salah satu teknik yang
dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh sebuah data
penelitian. Dalam proses wawancara ini terjadi interaksi
atau tanya jawab antara pewawancara dengan orang
yang diwawancarai baik secara langsung ataupun tidak
langsung. Wawancara mendalam dilakukan secara
semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara
terbuka agar peneliti dapat menggali pengalaman dan
persepsi fasilitator secara lebih luas.*’ Teknik ini
memungkinkan _ peneliti memahami  bagaimana
fasilitator memaknai kebijakan PKH, menghadapi
kendala », di slapangan; ssertas sberinteraksi dengan
masyarakat penerima manfaat,

Proses dimulai dengan menghubungi Dinas Sosial
Kabupaten Bangka Barat untuk meminta izin

melakukan penelitian terkait Program Keluarga Harapan

* Jhon W. Creswel, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan
Campuran Edisi Keempat (Celeban Timur: Pustaka Pelajar, 2021), 35-46.

* Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatof Teori Dasar Dan
Analisi Data Dalam Perspektif Kualitatif (Yogyakarta: CV Budi Utama,
2020), 89.
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(PKH). Setelah memperoleh izin, peneliti melakukan
koordinasi dengan pendamping PKH untuk menentukan
informan dan mengatur jadwal wawancara. Proses
wawancara dilakukan secara semi terstruktur melalui
tanya jawab secara langsung dengan koordinator sosial,
administrator pangkalan data, dan pendamping PKH di
Kabupaten Bangka Barat guna memperoleh data
mengenai  praktik  pendampingan,  pelaksanaan
kebijakan, serta bentuk governmentality dalam Program

Keluarga Harapan (PKH).

Tabel 1. 1 Hasil Wawancara

Waktu dan

Informasi yang

Informan Tempat Jumiah Didapat
Fasilitator | Kantor Dinas | 8 1. Mengetahui proses
Program Sosial dan Informan pelaksanaan
Keluarga | lokasi Program Keluarga
Harapan pendampingan Harapan (PKH) di
(PKH) PKH di Kabupaten Bangka
Kabupaten | Kabupaten Barat,
Bangka Bangka Barat . Mengetahui peran
Barat fasilitator dalam
praktik
pendampingan

sosial terhadap
Keluarga Penerima
Manfaat (KPM).

. Mengetahui bentuk

pembinaan,
pengawasan, dan
evaluasi yang
dilakukan fasilitator
PKH.
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4. Mengetahui
pengalaman
fasilitator dalam
menghadapi
dinamika sosial
selama proses
pendampingan.

5. Mengetahui bentuk
relasi antara
fasilitator,
pemerintah, dan
masyarakat
penerima bantuan
sosial.

6. Mengetahui
pemaknaan
fasilitator terhadap
praktik
pendampingan
sosial dalam
Program Keluarga
Harapan (PKH).

7. Mengetahui proses
pembentukan
kesadaran sosial dan
perubahan perilaku
Keluvarga Penerima
Manfaat (KPM).

Observasi ~ Teknik  observasi  (observation)
merupakan suatu teknik yang digunakan untuk
mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan
tethadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi
merupakan  metode pengumpulan data dengan

mengamati langsung fenomena yang terjadi dilapangan.
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Peneliti melakukan observasi dilapangan menggunakan
observasi nonpartisipan untuk mengamati langsung
kegiatan yang dilakukan fasilitator, seperti sesi
pendampingan keluarga (Family Development Session),
proses sosialisasi kebijakan, dan interaksi antara
fasilitator dengan penerima manfaat. Melalui observasi,
peneliti memperoleh semua hasil pengamatan dicatat
sebagai rekaman pengamatan lapangan  untuk
mendapatkan data yang lebih akurat sebagai cross-check
terhadap data yang diperoleh tentang dinamika sosial
yang tidak selalu dapat terungkap dalam wawancara.”
Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara
langsung proses pendampingan dan pelaksanaan
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangka
Barat. Peneliti mengamati kegiatan pendampingan,
pertemuan kelompok, serta interaksi antara pendamping
PKH dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu,
peneliti; juga imelakukan observasi sterhadap aktivitas
pendamping dalam menjalankan tugasnya sehingga
peneliti memperoleh data tambahan yang mendukung

hasil wawancara dan penelitian.

® R. Raco., Dr. J. Metode Penelitian Kualitatif, Jenis,
Karakter, Dan Keunggulannya. Gramedia Widiansarana
Indonesia, 2010.

43



Tabel 1. 2 Hasil Observasi

Waktu .| Tempat Kegiatan Hasil Observasi
Observasi
08 Januari | Kecamatan | Pertemuan Proses koordinasi
2026 Simpang pendamping dan pendampingan
Teritip PKH kepada Keluarga
Penerima Manfaat
(KPM).
12 Januari | Kecamatan | Kegiatan Interaksi
2026 Kelapa pendampingan | pendamping PKH
PKH dalam memberikan
arahan dan edukasi
kepada KPM.
14 Januari | Kecamatan | Observasi Pelaksanaan
2026 Tempilang | kegiatan PKH | pendampingan dan
kondisi masyarakat
penerima bantuan
PKH.
19 Januari | Kecamatan | Pertemuan Penyampaian
2026 Parittiga kelompok informasi program
PKH dan kegiatan
kelompok KPM.
22 Januarti- |[Kecamatan | Observasi Aktivitas monitoring
2026 Jebus pendampingan | dan evaluasi
PKH pendamping
tethadap KPM PKH.
27 Januari | Kecamatan | Kegiatan Proses
2026 Mentok pertemuan pendampingan dan
KPM penyampaian materi

Program Keluarga
Harapan (PKH).
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Peneliti juga menggunakan dokumentasi sebagai
salah satu metode pengumpulan data untuk menelusuri
praktik Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten
Bangka Barat secara lebih mendalam. Dokumentasi tidak
hanya dipahami sebagai pelengkap administratif, tetapi
juga sebagai bentuk representasi dari mekanisme dalam
praktik pendampingan. Dokumen-dokumen seperti data
Keluarga Penerima Manfaat (KPM), laporan kegiatan
pendampingan, catatan Family Development Session
(FDS), data graduasi KPM, pedoman teknis PKH, hingga
administrasi evaluasi program menjadi sumber penting
dalam membaca bagaimana negara mengatur,
mengawasi, sekaligus membentuk perilaku masyarakat
miskin melalui program bantuan sosial.

Melalui dokumentasi tersebut, peneliti dapat melihat
bagaimana praktik pendampingan dijalankan tidak hanya
sebagai bentuk bantuan sosial, tetepi juga sebagai
instrumen, | pengendalian » sosial : yang » menuntut
kedisiplinan, kepatuhan, dan perubahan perilaku KPM
sesuai dengan rasionalitas program. Dokumentasi juga
membantu peneliti untuk menghubungkan hasil
wawancara para pendamping PKH dengan realitas
administratif yang ada di lapangan, sehingga analisis
penelitian tidak hanya bertumpu pada narasi informan,
tetapi diperkuat oleh data tertulis dan bukti empiris

lainnya.
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Selain itu, dokumentasi dimanfaatkan sebagai
bagian dari validitas data penelitian, seperti pengambilan
foto kegiatan pendampingan, kunjungan rumah KPM,
proses verifikasi data, maupun aktivitas sosial lainnya
yang berkaitan dengan praktik pendampingan keluarga
harapan (PKH). Kehadiran dokumentasi dapat membantu
peneliti dalam membangun analisis yang lebih
komprehensif mengenai praktik governmentality dalam
PKH, sekaligus melengkapi sistematika penelitian.>*

4. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan
model interaktif Miles dan Huberman (1992), yang
terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Bertujuan
untuk mencari dan menyusun data secara sistematis dari
hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian
melakukan pengelompokan kedalam beberapa kategori
tertentu lalu menjelaskan: kepada bagian sintesa dan
menyusun _data dengan memilih mana yang akan
dipelajari. Sehingga data dapat dianalisis dengan jelas,
lalu bisa memperoleh kesimpulan untuk membantu
memudahkan pemahaman bagi penulis dan memudahkan

orang lain untuk mencari sumber informasi.

°! Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makasar: CV.
Syakir Media Press, 2021), 156.
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a. Tahap Reduksi Data. Pada tahap reduksi data,
peneliti melakukan pemilihan, penyederhanaan, dan
pemusatan perhatian terhadap data yang relevan
dengan fokus penelitian. Pada tahap ini peneliti
merangkum, memilih  hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal- hal yang penting, dicari tema
dan polanya. Dengan demikian data yang telah
direduksi akan dapat memberikan gamabaran yang
lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk
mengumpulkan data selanjutnya serta mencarinya
bila diperlukan.

b. Tahap penyajian data dilakukan Penyajian data
dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun
data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi
ke dalam bentuk teks naratif agar data tersusun
secara sistematis dan mudah dipahami. Data yang
diperoleh dari para pendamping Program Keluarga
Harapan «PKH) » di 4 Kabupaten ~Bangka Barat
disajikan berdasarkan pola, hubungan, serta tema-
tema penelitian, seperti praktik pendampingan, relasi
antara pendamping dan KPM, bentuk pengawasan
program, serta proses pembentukan kesadaran sosial
KPM. Melalui penyajian data tersebut, peneliti dapat
memahami fenomena yang terjadi dalam praktik

PKH sekaligus melihat keterkaitan antara temuan
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lapangan dengan konsep governmentality dan
subjektivasi yang digunakan dalam penelitian.

Proses penyajian data dilakukan dengan
menyusun hasil penelitian ke dalam uraian kalimat
yang terstruktur sehingga memudahkan pembaca
memahami hasil penelitian secara lebih jelas. Selain
dalam bentuk naratif, beberapa data juga disajikan
dalam bentuk tabel, seperti profil informan,
kategorisasi temuan penelitian, serta bentuk praktik
pendampingan PKH di lapangan. Pola penyajian
tersebut membantu peneliti melihat hubungan antar
kategori data yang saling berkaitan sehingga analisis
penelitian dapat dilakukan secara lebih terarah dan
mendalam.

Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.
Verifikasi dan penarikan kesimpulan dalam
penelitian ini dilakukan dengan menyesuaikan data,
informasi,.dan temuanslapangan dengan fokus serta
rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian
kualitatif, proses analisis data dilakukan secara
terus-menerus  selama penelitian berlangsung,
sehingga kesimpulan yang diperoleh pada awal
penelitian masih bersifat sementara dan dapat
berkembang sesuai dengan data yang ditemukan di
lapangan. Oleh karena itu, peneliti melakukan

pengecekan kembali terhadap hasil wawancara,
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observasi, dan dokumentasi agar data yang diperoleh
benar-benar sesuai dan saling mendukung.

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah seluruh
data dianalisis dan dikaitkan dengan fokus penelitian
mengenai praktik governmentality dan proses
subjektivasi dalam Program Keluarga Harapan
(PKH) di Kabupaten Bangka Barat. Kesimpulan
penelitian disusun berdasarkan data dan informasi
yang telah menunjukkan konsistensi, memiliki bukti
yang valid, serta sesuai dengan kondisi yang
ditemukan di lapangan, sehingga hasil penelitian
dapat dinyatakan kredibel.”

5. Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi waktu.
Triangulasi - sumber dilakukan — untuk melakukan
Croscek dengan cara membandingkan hasil wawancara
dari beberapa fasilitator/ Program ‘Keluarga Harapan
(PKH), di, Kabupaten Bangka Barat ,untuk melihat
kesesuaian informasi yang diberikan. Peneliti tidak
hanya mengambil data dari satu informan, tetapi
membandingkan jawaban antar fasilitator agar data
yang diperoleh lebih jelas dan dapat dipercaya.

Sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan

>2 Jhon Lexy Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, PT Remaja
(Bandung: PT. Remadja Rosdakarya, 2019), 2-5.
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melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda
selama  proses penelitian  berlangsung  untuk
memastikan bahwa informasi yang diberikan tetap
konsisten. Selain itu, hasil wawancara juga diperkuat
melalui  observasi dan  dokumentasi  kegiatan
pendampingan PKH di lapangan.”

Melalui proses tersebut, peneliti dapat memahami
dan menyesuaikan data yang diperoleh dengan fokus
serta rumusan masalah penelitian. Data hasil
wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian
dipelajari dan dianalisis secara bertahap untuk melihat
hubungan  antar temuan  mengenai  praktik
governmentality dan proses subjektivasi dalam
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten
Bangka Barat. Dengan demikian, hasil penelitian yang
diperoleh dapat menggambarkan kondisi di lapangan
secara lebih jelas, sistematis, dan sesuai dengan fakta

yang ditemukan;selamapenelitian berlangsung.

H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini mengandung urutan-urutan
dan penjelasan mengenai bab-bab yang ada dalam
penulisan. Peneliti akan memaparkan bagian-bagian penting

dari setiap bab dalam penelitian.

> Ahmad et al., Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum
(Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 40-53.
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Bab pertama berisi uraian mengenai latar belakang
penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian
pustaka, landasan teori, serta metode penelitian yang
digunakan. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan
pendekatan fenomenologi untuk memahami secara
mendalam pengalaman, pemaknaan, dan persepsi para
fasilitator terkait praktik kekuasaan dalam Program
Keluarga Harapan (PKH) dari perspektif governmentality.
Seluruh  komponen dalam bab ini disusun untuk
memberikan dasar konseptual dan metodologis bagi
penelitian sehingga arah analisis menjadi jelas dan
terstruktur.

Bab kedua, ini menyajikan gambaran umum mengenai
lokasi penelitian, yang pertama meliputi pemaparan data
tentang lokasi kabupaten Bangka Barat .Yang kedua,
meliputi Latar belakang PKH, Rancangan Kegiatan PKH,
Skema Bantuan PKH.

Bab ketiga, penyajian-datay pada bab-ini /membahas
tentang persepsi fasilitator PKH terhadap praktik kekuasaan
dalam  Program  Keluarga  Harapan perspektif
governmentality di Kabupaten Bangka Barat, meliputi
bentuk-bentuk praktik kekuasaan yang muncul dalam
pelaksanaan  PKH, pengalaman fasilitator  dalam
menjalankan tugas pendampingan, serta dinamika relasi
kuasa antara fasilitator dan KPM yang teridentifikasi selama

proses pendampingan.
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Bab keempat merupakan analisis data yang telah
diperoleh dari persepsi fasilitator PKH terhadap praktik
kekuasaan dalam Program Keluarga Harapan perspektif
governmentality pada bab tiga, kemudian dianalisis
menggunakan perspektif governmentality untuk memahami
bagaimana relasi kuasa, mekanisme pengelolaan perilaku,
dan strategi pendampingan dijalankan oleh fasilitator dalam
struktur program.

Bab kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan
hasil penelitian mengenai persepsi fasilitator terhadap
praktik kekuasaan dalam Program Keluarga Harapan di
Kabupaten Bangka Barat serta saran bagi pengembangan
pendampingan PKH dan penelitian selanjutnya agar
pemahaman mengenai relasi kuasa dalam konteks program

sosial semakin komprehensif.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah
satu program perlindungan sosial yang diadakan oleh
pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan dan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada keluarga
yang miskin dan rentan. Program ini dijalankan melalui
mekanisme bantuan sosial bersyarat (conditional cash
transfer), yang memberikan bantuan kepada keluarga
penerima manfaat dengan syarat memenuhi komponen
pendidikan,  kesehatan, = dan  kesejahteraan  sosial.
Pelaksanaan PKH berlandaskan hukum dalam kebijakan
kesejahteraan sosial, termasuk Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta berbagai
peraturan turunan, sepetti, peraturan, Menteri Sosial yang
mengatur pelaksanaan program tersebut.

Program-ini ~dilkaksanakan pada tahun 2007 sebagai
bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat
perlindungan sosial bagi keluarga miskin. Seiring
berjalannya waktu, jumlah penerima manfaat dan dana yang
dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) untuk PKH semakin bertambah. Program
ini mencakup jutaan keluarga yang tercatat dalam Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai sumber data
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utama dalam menentukan penerima bantuan sosial. Melalui
inisiatif ini, pemerintah tidak hanya memberikan dukungan
finansial, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup
keluarga dengan memastikan akses terhadap layanan
pendidikan dan kesehatan serta agar KPM bisa mandiri
kedepannya.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
melibatkan berbagai aktor yang bekerja secara berjenjang
hingga tingkat lokal. Pada tingkat pusat, program ini
dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang
bertanggung jawab dalam  merumuskan kebijakan,
mengelola anggaran, serta menyusun pedoman pelaksanaan
program. Dalam implementasinya, Kementerian Sosial juga
berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait, terutama
yang berkaitan dengan layanan pendidikan, kesehatan, dan
perlindungan sosial. Di tingkat daerah, pemerintah provinsi
dan kabupaten/kota melalui dinas sosial berperan dalam
mendukung pelaksanaan program sertasmengoerdinasikan
berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan
di lapangan.

Pada tingkat lokal, pelaksanaan program sangat
bergantung pada peran fasilitator yang berinteraksi langsung
dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Fasilitator
bertugas melakukan pendampingan, memantau kepatuhan
tethadap komponen program, serta memberikan pembinaan

kepada KPM agar tujuan program dapat tercapai. Dalam
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praktiknya, fasilitator tidak hanya menjalankan tugas
administratif, tetapi juga berperan sebagai penghubung
antara kebijakan negara dan kebutuhan masyarakat. Melalui
interaksi secara langsung dengan KPM, fasilitator menjadi
aktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang
dirumuskan di tingkat pusat dapat diterapkan dalam konteks
kehidupan sosial masyarakat penerima manfaat.

Penelitian ini berangkat dari perhatian terhadap peran
fasilitator dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan
(PKH). Dalam implementasi program, fasilitator menempati
posisi penting karena mereka berinteraksi secara langsung
dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui kegiatan
pendampingan, pemantauan kepatuhan terhadap komponen
program, serta pembinaan kepada KPM. Melalui aktivitas
tersebut, fasilitator menjadi pihak yang menjalankan
kebijakan negara di tingkat lokal sekaligus menerjemahkan
tujuan program ke dalam praktik kehidupan sehari-hari
masyarakat; penerimamanfaat.

Dalam tahap pendampingan, fasilitator tidak hanya
memastikan bahwa KPM memenuhi tanggung jawab
program seperti aspek pendidikan dan kesehatan, tetapi juga
berusaha mendorong perubahan sikap pada keluarga
penerima manfaat. Melalui kegiatan pembinaan dan interaksi
dengan KPM, fasilitator berperan untuk mengarahkan
KPM agar lebih memerhatikan pendidikan anak, kesehatan

seluruh anggota keluarga, serta pengelolaan rumah tangga
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yang baik. Oleh karena itu, fasilitator memiliki peranan
penting dalam membantu mencapai sasaran program yang
bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan
membentuk keluarga yang lebih mandiri.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus
pada bagaimana fasilitator memahami dan memaknai tugas
yang mereka jalankan dalam proses pendampingan KPM.
Penelitian ini juga melihat bagaimana fasilitator memaknai
tujuan program untuk membentuk keluarga yang mandiri.
Dalam kerangka PKH, kemandirian keluarga tidak hanya
dipahami dalam aspek ckonomi, tetapi juga berkaitan
dengan perubahan perilaku dalam bidang pendidikan,
kesehatan, serta pengelolaan kehidupan keluarga. Melalui
kegiatan pendampingan, fasilitator berperan dalam
menyampaikan tujuan program sekaligus mendorong KPM
untuk lebih aktif memanfaatkan layanan sosial yang tersedia.

Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana
fasilitator menjalankan | peran; sebagai penghubung antara
kebijakan _negara dan kebutuhan masyarakat. Dalam
pelaksanaan PKH, berbagai aturan dan standar kepatuhan
ditetapkan oleh negara sebagai bagian dari kebijakan
perlindungan sosial. Namun dalam praktik di tingkat lokal,
fasilitator menjadi pihak yang menjelaskan serta
menerapkan kebijakan tersebut dalam konteks kehidupan

masyarakat penerima manfaat.
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Untuk memahami dinamika tersebut, penelitian ini
menggunakan perspektif governmentality yang melihat
bahwa praktik kekuasaan tidak hanya bekerja melalui aturan
formal, tetapi juga melalui berbagai mekanisme yang
membentuk perilaku masyarakat. Dalam konteks PKH,
praktik tersebut terlihat melalui proses pendampingan,
pembinaan, serta pemantauan kepatuhan terhadap komponen
program yang dijalankan oleh fasilitator sebagai bagian dari
pelaksanaan kebijakan sosial.

Temuan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat
lokal tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan
sosial, tetapi juga melibatkan praktik pendampingan yang
dijalankan oleh fasilitator kepada Keluarga Penerima
Manfaat (KPM). Fasilitator menjadi aktor utama yang
berinteraksi ‘langsung dengan KPM melalui kegiatan
pendataan, pemantauan kepatuhan program, pembinaan,
serta evaluasi program. Melalui berbagai aktivitas tersebut,
fasilitator berperan_sebagai penghubung antara kebijakan
negara dan kehidupan masyarakat penerima manfaat.

Dalam praktik pendampingan, fasilitator menjalankan
berbagai peran yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi
juga edukatif dan sosial. Fasilitator berperan sebagai
edukator yang memberikan pembinaan kepada KPM melalui
kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga

(P2K2) atau Family Development Session (FDS), kunjungan
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rumah, serta komunikasi langsung dengan keluarga
penerima manfaat. Melalui kegiatan tersebut, fasilitator
menyampaikan berbagai materi yang berkaitan dengan
pendidikan anak, kesehatan keluarga, serta pengelolaan
kehidupan rumah tangga. Pembinaan ini bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman KPM mengenai kewajiban
program sekaligus mendorong perubahan perilaku yang
sejalan dengan tujuan PKH.

Selain sebagai edukator, fasilitator juga berperan
sebagai motivator yang mendorong KPM untuk menjalankan
kewajiban program serta meningkatkan kesadaran mereka
tethadap pentingnya pendidikan dan kesehatan keluarga.
Fasilitator tidak hanya menyampaikan aturan program, tetapi
juga memberikan dukungan dan motivasi agar KPM dapat
memperbaiki kondisi kehidupan mereka secara bertahap. Di
sisi lain, fasilitator juga menjalankan fungsi advokasi dengan
membantu KPM mengakses berbagai layanan sosial seperti
pendidikan; pkesehatan,; serta, programs bantuan lainnya
melalui koordinasi dengan berbagai pihak di tingkat lokal.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa data
menjadi instrumen penting dalam praktik pendampingan.
Melalui proses pendataan, verifikasi, dan pembaruan
informasi mengenai kondisi KPM, fasilitator dapat
memantau perkembangan keluarga penerima manfaat serta
menentukan status kepesertaan mereka dalam program. Data

tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga
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memperkuat posisi fasilitator dalam menjelaskan aturan
program dan mengambil keputusan terkait evaluasi
kepesertaan KPM.

Sehingga pelaksanaan program, fasilitator juga
menghadapi berbagai dinamika dalam mengelola kepatuhan
KPM terhadap aturan program. Beberapa KPM pada
awalnya memandang PKH hanya sebagai bantuan finansial
tanpa memperhatikan kewajiban yang menyertainya. Untuk
mengatasi kondisi tersebut, fasilitator menggunakan
berbagai strategi pendampingan seperti edukasi berulang,
komunikasi persuasif, serta pendekatan interpersonal yang
lebih dekat dengan keluarga penerima manfaat. Melalui
pendekatan tersebut, fasilitator berupaya membangun
kesadaran KPM agar mereka memahami tujuan program
secara lebih luas.

Praktik pendampingan tersebut juga menunjukkan
adanya relasi kekuasaan antara fasilitator dan KPM dalam
pelaksanaan programs, Fasilitator menempati-posisi strategis
sebagai pihak yang memahami aturan program sekaligus
berinteraksi langsung dengan masyarakat penerima manfaat.
Posisi ini membuat fasilitator memiliki pengaruh dalam
mengarahkan perilaku KPM agar sesuai dengan aturan
program. Namun demikian, relasi kekuasaan tersebut tidak
selalu dijalankan secara kaku karena fasilitator sering kali
menyesuaikan pendekatan pendampingan dengan kondisi

sosial dan ekonomi masyarakat penerima manfaat.
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Jika dilihat melalui perspektif governmentality, praktik
pendampingan dalam PKH menunjukkan bagaimana
kekuasaan negara bekerja melalui mekanisme pembinaan,
pendampingan, serta pemantauan kepatuhan yang
berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Melalui proses tersebut, KPM secara bertahap diarahkan
untuk  menginternalisasi  nilai-nilai  program  seperti
pentingnya pendidikan anak, kesehatan keluarga, serta upaya
mencapai kemandirian keluarga.

Dengan demikian, pelaksanaan PKH tidak hanya
berkaitan dengan distribusi bantuan sosial, tetapi juga
merupakan bagian dari praktik pemerintahan sosial yang
membentuk perilaku masyarakat penerima manfaat.
Fasilitator tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis
program, tetai juga sebagai aktor yang menerjemahkan
kebijakan negara dalam praktik sosial di tingkat lokal.

Hasil penelutian ini mengindikasikan bahwa fasilitator
dalam~ Program Keluarga ~Harapan imewujudkan dirinya
sebagai bentuk tindakan kekuasaan yang beroperasi melalui
proses pengendalian diri atau subjektivasi. Dalam perspektif
Foucaul subjektivasi dipahami sebagai proses di mana
individu membentuk dirinya sebagai subjek melalui
internalisasi norma, nilai, dan praktik yang dihasilkan oleh
relasi kekuasaan. Dengan demikian, fasilitator tidak hanya
menjadi objek kebijakan, tetapi juga secara aktif membentuk

dirinya sesuai dengan kerangka yang ditetapkan program.
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Melalui kegiatan pendampingan, fasilitator berupaya
mendorong Keluarga penerima Manfaat untuk megikuti
nilai-nilai program dan menyesuaikan perilaku mereka
dengan sasaran kebijakan. Namun, praktik kekuasaan ini
juga Dbersifat reflektif, karena fasilitator seringkali
menyesuaikan metode pendampingannya tidak hanya
berdasarkan panduan program, tetapi juga
mempertimbangkan konteks hubungan sosial mereka

terhadap KPM.

B. Saran

1. Pertama, bagi pelaksana Program Keluarga Harapan
(PKH), khususnya fasilitator, disarankan agar praktik
pendampingan tidak hanya berfokus pada pencapaian
kepatuhan administratif dan target graduasi, tetapi juga
lebih memperhatikan kondisi__sosial dan struktural
Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2. Kedua, | bagi spenelitii selanjutnya, sdisarankan untuk
mengkaji Program Keluarga Harapan dari perspektif
yang lebih beragam guna memperkaya pemahaman
mengenai dinamika pelaksanaan program di tingkat
masyarakat. Kajian yang lebih mendalam mengenai
relasi antara fasilitator dan Keluarga Penerima Manfaat
juga penting untuk melihat bagaimana kebijakan sosial

dijalankan dalam praktik sehari-hari.
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3. Ketiga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi pengembangan kajian akademis
mengenai Program Keluarga Harapan, khususnya dengan
menambahkan perspektif teori kritis dalam analisis
kebijakan sosial. Pendekatan tersebut dapat membantu
memahami bahwa kebijakan bantuan sosial tidak hanya
berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi
juga sebagai praktik pemerintahan yang membentuk

perilaku dan kesadaran masyarakat penerima manfaat.
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